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ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan peran serta mahkamah konstitusi dan dewan perwakilan rakyat dalam membangun konstitusi di Indonesia. sinergitas kedua lembaga tersebut sangat diperlukan di dalam membangun budaya konstitusi permasalahan berfokus pada apakah jika undang-undang yang dijudicial review oleh mahakamah konstitusi dengan sendirinya berlaku dan mengikat bagi setiap masyarakat dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Hasil penelitian dengan metode yuridis normatif menunjukan penomena pertama, belum ada sinergitas antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwaklan Rakyat di dalam membangun konstitusi; kedua,keputusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta berlaku dan digunakan landasan oleh pengadilan.
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ABSTRACT
This study describes the role of the constitutional court and parliament in establishing a constitution in Indonesia. synergy of these two institutions is indispensable in building a culture of focusing on whether the constitutional issues if the law dijudicial review by the Constitutional Court itself valid and binding for any society and have the power eksekutorial. The results of the study with normative juridical method shows the first there is no synergy between the Constitutional Court and the Council of the People in constitution building;secondphenomenon, the Constitutional Court's decision does not necessarily apply and use the runway by the courtd.

Keywords :synergy,the constitutional court and parliament, the Council of 
	    the People
       ______________________________________________________          

A. Pendahuluan

Ketika negara ini sudah menyatakan diri sebagai negara hukum, maka sudah merupakan suatu keniscayaan segala apa yang menjadi konsensus pendiri bangsa haruslah dipegang teguh oleh segenap bangsa untuk tetap menjaga konstitusi kita, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Hal ihwal yang sudah menjadi ketetapan didalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Idil dan konstitusional kita, harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan amanat para pendiri bangsa. 
Pancasila dan Undang-undang Dasar sebagai sumber hukum, merupakan suatu fakta yang tidak dapat terbantahkan, oleh karena itu di dalam setiap jiwa anak bangsa inheren didalam jiwanya nilai-nilai kepancasilaan. Suatu hal yang mendasar yang menjadi salah satu instrumen berdirinya konstitusi kita dan lahirnya negara ini adalah pendelegasian kewenangan kepada Legislatif, yudikatif dan eksekutif. Setelah terbentuknnya reformasi lahirlah salah satu lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan begitu luas untuk menjudicial reveiw undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lesislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Pada tatanan praktisnya bertambahnya lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi pada tatanan konstitusi kita dapat berimplikasi positif dan negatif. Dalam hal pembaharuan hukum tentu lahirnya lembaga tersebut bagian dari penguatan kepada konstitusi kita namun di sisi lain juga sering ditemukan konflik horijontal antara Mahkahah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat contohnya dalam problematika undang-undang MD 3. Permasalahan lain adalah hasil putusan mahkamah konstitusi pada putusan judicial reveiw tidak serta merta dapat diikuti oleh peradilan umum sebagai yurispridensi atau sebagai acuan untuk memutuskan suatu perkata, karena faktor imparsialitas hakim contohnya dalam kasus judicial review Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai hak keperdataan anak luar nikah.
Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas salah satu tema yang menarik untuk dibahas, berkaca pada problematika antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Konstitusi. Dan tema tersebut adalah sinergitas Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam membangun sistem konstitusi Indonesia.




B. Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan  dalam tulisan ini adalah pertama, bagaimana konsep membangun sinergitas antara mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam membangun konstitusi yang baik; kedua, bagaimana penerapan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi pada Lembaga peradilan umum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
		Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penulisan ini adalah pada aspekteoritis, pada penelitian ini diharapkan untuk mengetahui sejauh mana sinergitas antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam membangun konstitusi kita dan untuk mengetahui alasan yuridis yang menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengikat kepada Lembaga Peradilan umum dalam setiap putusannya. Pada aspek praktis seyogyanya sinergitas antara kedua lembaga tersebut merupakan suatu keniscayaan untuk membentuk konstitusi yang baik dan kekuatan mengikat putusan mahkamah konstitusi di anggap penting karena bagian dari membangun kepercayaan rakyat kepada lembaga tersebut.

D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini  adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi, hasil penelitian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan ketatanegaraan.
Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[footnoteRef:2] Obyek penelitian berupa norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan mahkamah konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.  Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.[footnoteRef:3]Data atau informasi yang diperoleh selanjutnya  disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.  [2: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum NormatifSuatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali Jakarta, 1985, Hlm. 13-14.]  [3: Ibid.] 

	
E.  Pembahasan
A. Kerangka Konseptual Negara Hukum
Salah satu yang menjadi unsur dalam suatu tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan pada Pancasila dan Undang-undaang Dasar[footnoteRef:4] ialah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam suatu wadah yang disebut dengan Negara Kesatuan yang berbentuk RepublikIndonesia.[footnoteRef:5] Pada hakikatnya di dalam konstitusi Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum nasional untuk membangun atau membuat suatu aturan yang tujuan mulyanya adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.  [4: C.S.T Kansil,Pengantar Ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia,Balai Pustaka,Jakarta,1986.Hlm. 577.]  [5:  UUD 1945 amandemen 2002 Pasal 1 ayat (1)] 

Oleh karena untuk mewujudkan cita-cita tersebut, yang secara substansial tercantum didalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan dibentuknya suatu lembaga negara untuk menegakkan suatu kebenaran dalam usaha mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. adalah badan-badan peradilan yang tercantum didalam Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dan juga yang ditegaskan dalam UUD 1945 amandemen 2002 yang terdapat dalam pasal 24C. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang  baru, sederajat dan sama kedudukannya seperti Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang dari kekuasaan kehakiman yang terdapat didalam amandemen 2002. Dalam menjalankan fungsi kekuasaannya, Mahkamah Konstitusi bersifat independen baik secara struktural ataupun fungsional.Kedudukan Mahkamah Konstitusi dewasa ini merupakan suatu keniscayaan di dalam ketatanegaraan kita, terutama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan atau menjudicial review produk legislatif (DPR) dalam bentuk undang-undang. Karena didalam standar operasional prosedurnya, Dewan Perwakilan Rakyat harus memenuhi aturan yang terdapat dalam UUD amandemen 2002 pada pasal 7B. 
Menurut pendapat penulis tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakan rasa keadilan di dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara pada aspek yang lebih luas dan menjaga hak-hak seseorang yang dilindungi oleh undang-undang dasar secara substansial. Pada askpek lain sesuai dengan kewenangannya adalah memberikan kepastian hukum dalam hal konflik pemilihan kepada daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Putusannya bersifat mengikat dan dapat dieksekusi apa yang menjadi keputusan Mahkamah, namun pada aspek putusan judicial review beberapa hal yang menjadi putusan mahkamah konstitusi tidak serta merta dapat menjadi acuan bagi peradilan umum lainnya yang menjadi suatu keharusan untuk diikuti. Menutut penulis hal tersebut dapat menjadi preseden buruk untuk kepercayaan rakyat terhadap mahkamah konstitusi, karena meskipun mereka menang dalam judicial review di mahkamah kosntitusi pada sisi lain di peradilan umum belum tentu sinergis dengan putusan mahkamah tersebut.
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat

Indonesia ialah negara hukum hal Itu yang tertuang didalam UUD 1945 amandemen 2002 Pasal 1 ayat (3).  Dimana negara wajib dan harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai salah satu sendi politik bernegara, disamping itu juga yang diamanatkan oleh Konstitusi[footnoteRef:6]. Konstitusi menurut Brian Thompson what is a constitution? Dapat dijawab bahwa “a constituion is a document which contains the rules for the operation of an organization”.[footnoteRef:7]Jadi konstitusi dapat diartikan sebagai organisasi, tidak mungkin konstitusi itu bisa berjalan tanpa adanya masyarakat. Dan untuk meciptakan suatu negara, maka dibutuhkanlah yang namanya konstitusi sebagai pijakan dasarnya. Dasar untuk menjadi negara hukum ialah menghendaki adanya suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dan seorang hakim harus menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan setepat-tepatnya. [6:  Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi. FH-UII PRESS, Yogyakarta,2004,Hlm 240.]  [7: JimlyAsshiddiqie, pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1.Jakarta, 2006, Hlm. 113.mengutip Thompson,Brian.1997.Textbook on Constitutional and Administrative Law,edisi ke-3.] 

Batas adalah suatu pemisah antara satu kewenangan dengan kewenangan  yang lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya bataslah suatu lembaga negara bisa mengerjakan secara fokus apa yang menjadi ketetapan didalam tugasnya. Maka sangat berbeda antara tugas Mahkamah Konstitusi dengan tugas Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan lembaga negara yang lainnya. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedudukan dan keberadaan Mahkamah Konstitusi ini diatur didalam Pasal 24C Amandemen UUD 1945 dan yang kemudian untuk dipertegas kembali tentang Mahkamah Konstitusi dalam UU No. 24 Tahun 2004[footnoteRef:8]. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).  [8:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan..Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi.Jakarta:Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan,2007, Hlm. 42.] 

  Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bagian dari salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang  cukup strategis di Indonesia ini. Karena apabila Dewan Perwakilan Rakyat hendak memutus bersalah Presiden dan ataupun Wakil Presiden, maka DPR wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diproses terhadap apa yang diajukan oleh DPR guna ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi.
Untuk mempermudah kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya, maka ia dibantu oleh sebuah sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan[footnoteRef:9] yang dibentuk langsung oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugas-tugas teknis, maka disitulah fungsi daripada Sekretariat Jenderal. Sedangkan dalam menjalankan tugas teknis terkait administrasi justisial, itu dilakukan oleh kepaniteraan. Yang menyebabkan harus adanya pembedaan dan pemisahan ini, dimaksudkan untuk menjamin agar administrasi peradilan dan atau administrasi justisial tidak tercampur aduk dibawah tangan kepaniteraan dengan administrasi non-justisial yang berada dibawah tangan Sekretariat Jenderal. [9:  Lihat Pasal 7 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi LNRI Tahun 2003 No. 98 dan Tambahan LNRI No.4316] 

Sedangkan dalam pemilihan Mahkamah Konstitusi itu bisa dilihat didalam UU Mahkamah Konstitusi Pasal 4 No. 8 Tahun 2011[footnoteRef:10]. Dan yang menjadi  salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, sehingga mengharuskan para hakim konstitusi untuk secara moral dan hukum bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu lembaga negara yang bersengketa.  [10: Ibid, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan,Hlm. 83.] 


Di samping itu, dejarat independensi hakim konstitusi juga diharapkan dapat lebih terjamin karena yang menentukan pengangkatannya sebagai hakim bukan hanya satu lembaga, seperti yang terdapat pada Pasal 4 UU Mahkamah Konstitusi No. 4 tahun 2011[footnoteRef:11]. Dan juga, Mahkamah Konstitusi wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945, serta Mahkamah Konstitusi mempunyai hak untuk menguji undang-Undang Dasar 1945. [11: ] 

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan organ negara yang membentuk undang-undang bersamaan dengan Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat ini terdiri dari berbagai anggota partai politik dan dipilih melalui pemilihan umum. Setiap rancangan undang-undang yang diajukan dibahas terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan.Dan segala peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat hampir sangat besar memegang kekuasaan dipemerintahan. Karena segala bidang negara, bahkan Presiden sekalipun harus mendapatkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun Dewan Perwakilan Daerah.
Bahkan segala rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Dan juga Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat daerah dan lain-lain, kemudian menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat[footnoteRef:12] sebagai bahan pertimbanganan untuk ditindaklanjuti. [12: Ibid] 


Dan kewenangan lain Dewan Perwakilan Rakyat ialah memberikan persetujuan apabila anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam pemilihan calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keterangan yang dilakukan baik itu secara lisan ataupun tulisan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan dalam pembentukan Undang-undang[footnoteRef:13]. Dan juga, Dewan Perwakilan Rakyat ini mempunyai kewenangan untuk mengangkat 3 orang hakim Konstitusi, 3 orang yang terpilih kepada Presiden yang nantinya akan menerbitkan Keputusan Presiden untuk mengangkat mereka bertiga sebagai mana mestinya. [13:  UUD 1945 amandemen 2002 Pasal 20 ayat (1)] 

Dewan Perwakilan Rakyat dapat bertindak sebagai pihak dalam persidangan perkara pada sengketa kewenangan antar lembaga negara. Disamping itu pula, Dewan Perwakilan Rakyat juga sangat berperan penting dalam penentuan anggaran negara, dan juga termasuk anggaran Mahkamah Konstitusi yang tersendiri sesuai dala ketentuan undang-undang yang berlaku.  Berarti dapat kita katakan bahwa sangat erat hubungannya antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang juga sebagai salah satu lembaga pengisi jabatan hakim konstitusi. Dan dalam perkataan lain seperti yang dijelaskan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang jabatan terluas dipemerintahan ini, berpotensi sangat besar akan terjadinya sengketa kewenangan dalam menjalankan pemerintahan. 
Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat sangat diberi keleluasaan didalam menjalankan kewenangan itu yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Disamping itu pula, persengketaan hasil pemilihan umum juga sangat berpengaruh terhadap terpilih atau tidaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pada suatu pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa Presiden atau Wakil Presiden yang telah melanggar hukum atau sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, yang nantinya juga ditentukan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan setelah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi memberikan hasil keputusan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan sidang paripurna dan kemudian hasil keputusan itu diberikan kepada MPR untuk dilakukannya sidang paripurna kembali. 
C. Sinergitas Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam Membangun Konstitusi
Presiden selain bertindak sebagai Kepala Negara, ia juga bertindak sebagai penyelenggara administrasi negara tertinggi. Dan oleh karena itu, seluruh pengangkatan pejabat negara dan juga Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan Keputusan Presiden. Walaupun Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memberi jawab atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila  Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, tetap saja didalam struktur organisasi dan tata kerja kepegawaian negara, Mahkamah Konstitusi tetap harus tunduk pada kewenangan administrasi negara yang nantinya akan berpuncak kepada Kepala Negara (Presiden). 
Oleh karena itu, walaupun Mahkamah Konstitusi bergerak secara independen dan menyatakan sebagai lembaga yang merdeka, sehingga tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun didalam pemerintahan, tetap saja Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berada dibagian sistem administrasi negara yang berpuncak di Kepala Negara. Karena itu, maka Ketua Mahkamah Konstitusi selain ia bertindak sebagai ketua persidangan, ia juga bertindak sebagai penanggungjawab umum administrasi negara dilingkungan Mahkamah Konstitusi.
Disamping itu, negara ini menggunakan sistem Presidensial, dimana itu semua sesuai dengan prinsip sebagai negara hukum yang menjadi salah satunya dari sendi politik bernegara. Walaupun seperti itu, apabila Dewan Perwakilan Rakyat menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden baik itu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau bahkan perbuatan tercela sekalipun dan atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamahah Konstitusi atas pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden/ atau Wakil Presiden, setelah itu barulahkeputusannya diberikan kepada DPR dan dilakukan sidang dan setelahnya di putuskan baru diajukan kepada Majelis Permusyawratan Rakyat[footnoteRef:14].  [14: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 7B, Hlm. 11.] 

Kemudian, setelah seluruh berkas dipelajari oleh Mahkamah Konstitusi dan itu benar, bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukannya, maka setelah itu Mahkamah Konstitusi memutuskan dan melaporkannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan eksekusi. Dalam sistem pemerintahan saat ini, dikenal dengan 3 jenis kekuasaan (trias politica). Dimana kekuasaan ini terbagi menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam pembahasan ini, maka Presiden berada didalam ruang lingkup eksekutif dan Mahkamah Konstitusi berada dalam ruang lingkup yudikatif yang bersamaan dengan Mahkamah Agung.
Menurut pendapat penulis dengan demikian sinergitas antara legislatif, yudikatif dan eksekutif dapat terjadi jika masing-masing lembaga memahami dan menjaga dan menghormati masing-masing kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut, karena pada hakikatnya ketiga lembaga negara tersebut mempunyai bargaining position yang sama di dalam hukum dan terkait satu sama lain. Sinergitas dapat dibentuk dengan tidak mementingkan golongan dan pribadi-pribadi masing-masing pada lembaga tersebut. Adapun terkait dengan putusan judicial review mahkamah konstitusi  yang bersifat mengikat dapat tidak menjadi acuan peradilan umum dengan alasan yang bersifat teoritis yaitu adanya imparsialitas hakim di dalam memutuskan perkara, meskipun itu bukan menjadi alasan pembenar namun harus ada jalan keluar yang kongkrit yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat .





F.Kesimpulan dan Saran
       Pertama, Berdasarkan analisis Konsepsi sinergitas atas Mahkamah konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dicapai dengan masing-masing lembaga tersebut memahami tugas dan wewenang,dan mengesampingkan  kepentingan pribadi dan golongan mengutamakan kepentingan masyarakat. 
       Kedua, Putusan Judicial review mahkamah konstitusi substansinya mempunyai kekuatan yang mengikat namun, pada penerapannya pada lembaga peradilan umum tidak serta merta menjadi acuan yang harus diikuti oleh hakim, karena secara teoritis hakim bersifat imparsial di dalam memutuskan suatu perkara.
Saran:
       Pertama,kepada Mahkamah konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat kiranya sinergitas kepada kedua lembaga tersebut merupakan suatu yang diharapkan dalam rangka membangun konstisusi yang baik dimasa yang akan datang, untuk itu para stakeholder harus menyadari dan menumbuhkan sinergitas tersebut untuk keberlangsungan konstitusi yang lebih baik.

        Kedua, kepada lembaga peradilan umum seyogyanya apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan judicial reveiw menjadi acuan yang harus dikedepankan, meskipun ada imparsialitas hakim hal tersebut di dalam upaya menjaga kerpercayaan lembaga konstitusi bagi mereka masyarakat pencari keadilan.
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